PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 26 TAHUN 1960 (26/ 1960)

TENTANG
PERUBAHAN PASAL 27 DAN PASAL 28 UNDANG UNDANG
DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955,
SEBAGAI MVANA TELAH DI UBAH DAN DI TAVBAH
TERAKH R DENGAN PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG
NOMCR 1 TAHUN 1960

Presi den Republik I ndonesia,
Meni nbang:

a. bahwa perlu sekali kepada Jaksa diberikan wewenang untuk
nmenganbi |l tindakan-tindakan yang segera terhadap pel anggar-
pel anggar ekonom sebel um per karanya di put us Pengadi | an.

b. bahwa kewenangan-kewenangan pengadilan yang tersebut pada
pasal 28 ayat (1) Undang-undang Darurat Nonor 7 tahun 1955
dapat nenjamn tindakan-tindakan yang segera, akan tetapi
nmengi ngat prosedurenya yang nelalui pengadilan agak nenmakan
wakt u;

C. bahwa tindakan-tindakan akan |ebih cepat dianbil apabila
kewenangan tersebut pada pasal 28 ayat (1 ) diberikan juga
kepada Jaksa,;

d karena keadaan nenaksa, mnmka soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik | ndonesi a;

2. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Nonor 10 tahun
1960;

Menut uskan:
Menet apkan:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan
pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Darurat Nonmor 7 tahun 1955,
sebagai mana telah diubah dan ditanbah, terakhir dengan Peraturan
Pemeri ntah Pengganti Nonor 1 tahun 1960".

Pasal 1.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Darurat Nonor 7 tahun 1955 di ubah
sehi ngga berbunyi sebagai berikut :

"Ji ka ada hal-hal yang dirasa sangat nenberatkan sitersangka dan
kepenti ngan- kepenti ngan yang dilindungi ol eh Kketentuan-ketentuan



yang di sangka tel ah dil anggar, nenerlukan tindakan-tindakan dengan

segera, maka Jaksa berwenang dal am segal a perkara nengenai tindak

pi dana ekonom , kecuali yang tersebut pada pasal 6 ayat (3). selanma

peneri ksaan dinmuka pengadilan belum dinulai; untuk nenerintahkan

kepada sitersangka sebagai tindakan senent ar a;

a. penutupan sebagi an atau seluruh perusahaan sitersangka, dinmana
ti ndak ekonom itu disangka telah dil akukan;

b. penenpat an perusahaan sitersangka, dimana tindak pidana ekonom
itu disangka tel ah dil akukan, di bawah penganpunan;

C. pencabut an sel uruh atau sebagi an hak-hak tertentu atau pencabut an
seluruh atau sebagian keuntungan, vyang telah atau dapat
di beri kan ol eh Penerintah kepada sitersangka berhubung dengan
per usahaan itu;

d. supaya si tersangka tidak nel akukan perbuat an- perbuatan tertentu;

e.supaya tersangka berusaha supaya barang-barang tersebut dalam
perintah itu yang dapat disita, dikunmpulkan dan disinpan
di t enpat yang di tunj uk dal am perintah itu

Pasal I1.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Darurat Nonor 7 tahun 1955 ditanbah
dengan kata-kata ,karena jabatannya maupun" diantara Kkata-kata
"pengadi | an" dan "atas tuntutan Jaksa".

Pasal 111.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkan.

Agar setiap orang dapat nengetahui nya, mnenerintahkan pengundangan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penenpat an
dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960
Pej abat Presi den
Republ i kK I ndonesi a,
ttd
DJ UANDA.

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Ment eri Kehaki man,

ttd
SAHARDJ O

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sunber : LN 1960/ 74



